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ABSTRAK

ANALISIS KINERJA DEWAN PERWAKIILAN RAKYAT DAERAH
(DPRD) PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PATRICK MARCOS LECH WALESA NABABAN

patrick.nababan@gmail.com

Kata Kunci : Kinerja DPRD, Fungsi Legislasi

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan
Riau mulai melaksanakan tugas pada tanggal 9 September 2014 berdasarkan Surat
Keputusan Menteri Dalam Negen Nomor 161.213361 Tahun 2014 Tentang
peresmian Pengangkatan Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau periode 2014-
2019. DPRD Provinsi Kepulauan riaua memiliki tiga fungsi pokok yaitu fungsi
Legislasi, Anggaran dan Pengawasan Dalam menjalankan fungsi legisiasinya,
DPRD Provinsi Kepulauan Riau menghasilkan produk hukum berupa Peraturan
Daerah (Perda).

Untuk melihat kinerja DPRD Provinsi Kepulavan Riau, tesis ini
membatasi penelitian hanya pada fungsi legisliasi yang mendeskripsikan kinerja
DPRD Provinsi Kepulauan Riau menggunakan teori Hersey,dkk. Penelitian ini
dilakukan di Sekretariat DPRD Provinsi Kepulavan Riau dengang menggunakan
metode wawancara, observasi dan studi kepustakaan. Teknik pengumpulan data
adalah data primer dan data sekunder. Data yang diperoleh, akan dianalisis secara
kualitatif deskriptif.

Dari hasil penelitian diketetahui bahwa kinerja DPRD Provinsi Kepulauan
Riau belum memenuhi standar yang telah ditetapkan. Dari 17 ranperda yang
disepakati, hanya dapat diselesaikan 13 ranperda yang disahkan menjadi Perda.
Minimnya anggaran, dan waktu yang dimiliki menjadi salah satu penyebab tidak
tercapainya {arget yang diterapkan.
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ABSTRACT
ANALYSIS PERFORMANCE OF THE PARLIAMENT REGIONAL PEOPLE
REPRESENTATIVE COUNCIL RIAU ISLAND PROVINCE

PATRICK MARCQS LECH WALESA NABABAN
patrick nababan{@gmail.com

Keyword - Analysis Performance of The Regional People’s Representative
Council. (DPRD), The Function of The Regional People’s Representative Council
{DPRD) Legislation.

Member of The Regional People’s Representative Council (DPRD) Riau Island
Province was working by Regional Goverment Chair of Law Number 161.213361
Year 2014. The Regional People’s Representative Council (DPRD) Riau Island
Province has three principal functions, namely the formation of legislation,
budgeting and oversight. In carrying out the functions of legislation of The
Regional People’s Representative Council (DPRD) Riau Island Province as a
legalization agency in region, whose function is to form a legal product area. The
study aims to describe of performance The Regional People’s Representative
Council (DPRD) Riau Island Province as special legisiation. This research was
conducted in the Secretariat The Regional People’s Representative Council
(DPRD) Riau Island Province. This Study using interviews method, observation
and study of literature,data collection techniques is pnmary data and secondary
data. The data obtained will be analyzed qualitatively descriptive,

From the results, of this research is that The Regional Peopie’s
Representative Council (DPRD) Riau Island Province in exercising their
legislation cannto meet agreed standards. The draft are agreedin the regional legal
products by 17 (seventeen) proposed regulation. Of the (seventeen) draft, 13
{thirteen) draft regulation were discussed and approved regulation. The lack of
budget and the time it has to be one of the causes of not achieving the targets
applied.

]
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bisnis dunia (Singapura). Secara geografis, Provinsi Kepulauan Riau terletak
antara 0°40” LS dan 07°19° LU serta antara 103°3° - 110°00° BT dengan batas

wilayah sebagai benkut -

Sebelah Utara - Negara Vietnam dan Negara Kamboja

Sebelah Selatan : Provinsi Bangka Belitung dan Provinsi Jambi

Sebelah Barat - Negara Singapura, Negara Malaysia dan Provinsi Riau
Sebelah Timur : Negara Malaysia dan Provinsi Kalimantan Barat

Dengan motto berpancang “ Berpancang Amanah, Bersauh Marwah”
Provinsi Kepulauan Riau berteckad membangun daerahnya menjadi salah satu
pusat pertumbuhan pereckonomian nasional dengan tetap mempertahankan nilai-
nilai Budaya Melayu yang didukung oleh masyarakat yang sejahtera, cerdas dan

berakhlak mulia.

Sebagai subyek maupun obyek pergerakan roda pembangunan suatu
wilayah, penduduk merupakan aset yang utama. Begitu pula dengan Provinsi
Kepulauan Riau membutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas dan
berdaya saing agar dapat berperan aktif dalam pembangunan. Menurut data
Kemendagri pada tahun 2015 lalu, jumlah penduduk paling banyak berada di Kota
Batam dengan jumlah penduduk mencapai 1.030.529 jiwa. Selanjutnya
Kabupaten Bintan 143.267 jiwa, Kabupaten Karimun 237.168 jiwa, Kabupaten
Lingga, 88711 jiwa, Kabupaten Natuna 72450 jiwa, Kota Tanjungpinang
203.153 jiwa dan Kabupaten Anambas 45.326 jiwa. Adapun total penduduk Kepri

secara keseluruh mencapai 1.817.604 jiwa,
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Bila jumlah penduduk dibandingkan dengan luas wilayah, maka didapat
suatu indikator yang menggambarkan tingkat kepadatan penduduk (population
density). Untuk wilayah Kepulauan Riau yang didominasi oleh perairan laut, luas
wilayah yang dibandingkan hanya luas daratannya saja yaitu seluas 10.59541
km’. Secara umum tingkat kepadatan penduduk di Provinsi Kepulavan Riau
masih tergolong jarang yaitu 168 jiwa/km®. Dilihat dari sebarannya, jumlah dan
kepadatan penduduk di Provinsi Kepulauan Riau tidak merata dan sangat
bervariasi antar Kabupaten/Kota. Kepadatan penduduk yang tinggi seperti disebut
sebelumnya tersebar di Kota Batam, dan Pulau Bintan (Kabupaten Bintan dan

Kota Tanjungpinang).

Dilihat dari struktur perekonomiannya, sektor industri pengolahan
merupakan sektor yang paling dominan di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun
2010 lalu dengan kontribusi sebesar 47.56 persen terhadap keseluruhan
perckonomian. Sektor lainnya yang penting adalah sektor perdagangan, hotel dan
restoran yang memberikan kontribusi sebesar 25,22 persen. Gambaran ini
menunjukkan bahwa pembangunan ckonomi di Provinsi Kepulavan Riau masih
berbasis industri, perdagangan dan pariwisata. Atas dasar inilah, maka program
legislasi yang dihasilkan oleh DPRD Kepri harus berdasarkan kebutuhan

masyarakat dan dunia usaha.

2, Gambaran Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulavan

Riau

Seperti yang telah dibahas di bab terdahulu, lembaga perwakilan rakyat

daerah merupakan salah satu saluran perwujudan perwakilan kedaulatan rakyat di

65
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daerah. Secara yuridis formal, anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau mulai
melaksanakan tugas pada tanggal 9 September 2014 berdasarkan Surat Keputusan
Menteri Dalam Negeri Nomor 161.213361 Tahun 2014 Tentang peresmian

Pengangkatan Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau periode 2014-2019.

Adapun anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau periode 2014-2019
berjumlah 45 orang. Secara rinci komposisi keanggotaan DPRD Provinsi

Kepulauan Riau disajikan dalam tabel 4.1 sebagai berikut :

Tabel 4.1
Komposisi Keanggotaan
DPRD Provinsi Kepulauan Riau

No Partai Jumlah Kursi
1 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) 8
2 Partai Golongan Karya (Golkar) 8
3 Partai Demokrat 7
4 Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) 5
5 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 4
6 Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) 3
7 | Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 3
8 | Partai Amanat Nasional (PAN) 2
9 | Partai Nasional Demokrat {Nasdem) 2
10 | Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 2

Jumlah 45

Sumber : Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau, 2014

Dalam Pemilu 2014 lalu, KPU Provinsi Kepulauan Riau menata Daerah
Pemilihan (Dapil) Provinsi Kepulauan Riau menjadi 7 (tujuh) wilayah. Hal ini
tertuang dalam Peraturan KPU Provinsi Kepn Nomor 53 Tahun 2013 Tentang

Penctapan Dapil dan Alokasi Kursi untuk DPRD Provinsi Kepulauan Riau.

Adapun prinsip penyusunan wilayah ini mengacu kepada kesinambungan
Dapil 2009, kesetaraan nilai suara, ketaatan sistem pemilu yang proporsional,

integritas wilayah yang sama dan  kohesivitas. Adapun kohesivitas yang
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dimaksud adalah penyusunan daerah pemilihan memperhatikan sejarah, kondisi

sosial budaya, adat istiadat dan kelompok minoritas. Secara rinci, komposisi asal

anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan daerah pemilihan disajikan

dalam tabel 4.2,

Tabel 4.2
Wilayah Pemilihan DPRD Provinsi Kepulauan Riau
Berdasarkan Daerah Pemilihan
Wilayah Pemilihan Daerah Pemilihan Jum!lah Kursi

Kepri 1 Kota Tanjungpinang 5
Kepri 2 Bintan dan Lingga 6
Kepri 3 Karimun 6
Kepr 4 Batam A 10
Kepri 3 Batam B 10
Kepri 6 Batam C 5
Kepri 7 Natuna - Anambas 3

Jumlah 45

Sumber : Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau, 2014

Pemilu legislatif yang dilangsungkan serentak 9 April 2014 lalu

menggunakan sistem proporsional terbuka. Sistem proporsional terbuka disim

adalah sistem pemilihan dimana rakyat diberikan kesempatan untuk memilih

secara langsung calon wakilnya di tiap-tiap tingkatan. Sistem proporsional ini

bertujuan untuk meningkatkan kedekatan antara konstituen dengan wakilnya.

Dengan begitu, akuntabilitas wakil rakyat dalam melaksanakan fungsinya

terhadap rakyat semakin nyata.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

67



43491.pdf

Adapun komposisi anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan

jumiah suara, Dapil dan asal Partai Politik yang diperoleh disajikan dalam tabel

sebagai benkut ¢
Tabel 4.3
Jumlah Suara Anggota DPRD Dapil Kepri 1
Dapil Kepri 1 (Tanjungpinang)
No Nama Partai Politik Jumlah Suara
1 Yuniami Pustoko Weni PDIP 10.598
2 Teddy Jun Askara Golkar 6.727
3 Husnizar Hood Demokrat 5.144
4 Sarafuddin Aluan PPP 6.190
5 Rudi Chua Hanura 10.454

Sumber : kpu.go.id

Tabel 4.4
Jumlah Suara Anggota DPRD Dapil Kepri 2

Dapil Kepri 2 (Kab. Bintan dan Kab. Lingga)
- No Nama Partai Politik | Jumlah Suara
1 Susilawati Nasdem 8.203
2 Hanafi Ekra PKS 5.237
3 Tawarich PDI-P 2.831
4 Dewi Kumalasari Golkar 15,544
5 Apn Sujadi Demokrat 15.027
6 Harliyanto Hanura 6.768

Sumber : kpu.go.id
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Tabel 4.5
Jumlah Suara Anggota DPRD Dapil Kepri 3
Dapil Kepri 3 (Kab. Karimun)
No Nama Partai Politik Jumlah Suara
1 Rocky Marciano Bawole PKB 5.148
2 Iskandarsyah PKS 6.963
3 Ery Suandi PDI-P 3.433
4 Raja Bakhtiar Golkar 7.302
5 Joko Nugroho Demokrat 4.371
6 Jusrizal Hanura 4528

Sumber : kpu.go.id

Tabel 4.6
Jumiah Suara Anggota DPRD Dapil Kepn 4
Dapil Kepri 4 (Batam A)
No Nama Partai Politik Jumlah Suara

1 Sirajuddin Nur PKB 2.516

2 Abdul Rahman PKS 4.120

3 Widiastadi Nugroho PDI-P 10.421

4 Sahat Sianturn PDI-P 7.984

5 " Asmin Patros Gotkar 13.667
6 Thomas Suprapto (Golkar 3689 |
7 Asnah Gerindra 8.157

8 Surya Makmur Nasution Demokrat 5.865

9 Danir Tan PAN 3.600
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10 Sukhrn Fahrial Hanura 2.992

Sumber : kpu.go.id

Tabel 4.7
Jumiah Suara Anggota DPRD Dapil Kepri 5

Dapil Kepri 5 (Batam B)

No Nama Partai Politik Jumlah Suara
1 Sahmadin Sinaga Nasdem 5.628
2 Maaz Ismasil PKB 4.437
3 Suryani PKS 5.186
4 Jumaga Nadeak PDI-P 6.733
5 Rizki Faisal Golkar 12.362
6 Onward Siahaan Gerindra 10.599
7 Hotman Hutapea Demokrat 9.696
8 Alex Guspeneldi PAN 7.195
9 Irwansyah PPP 14.273
10 Amir Hakim Siregar Hanura 2.395

- Sumber : kpu.go.id

Tabel 4.8
Jumlah Suara Anggota DPRD Dapil Keprt 6
h Dapil Kepri 6 (Batam C)
No Nama Partai Politik Jumiah Suara
1 Sapront  PDI-P 8.049
2 Ruslan Kasbulatov PDI-P 6.205
3 Taba Iskandar Golkar | 6.819
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4 Ririn Warsiti Gerindra 3.445

5 Afrizal Dachlan Demokrat 5.469

Sumber : kpu.go.id

Tabel 4.9
Jumlah Suvara Anggota DPRD Dapil Kepri 7
Dapil Kepri 7 (Kab. Anambas dan Kab. Natuna)
No Nama Partai Politik Jumlah Suara
1 Taufik PDI-P 4216
2 Sofyan Samsir Golkar 6.855
3 Erianto Demokrat 6.209

Sumber : kpu.go.d

3. Alat-Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi

Kepulauan Riau
a. Pimpinan DPRD

Berdasarkan tabet 4.1, Partai PDI-P berhasil memperoleh kurs: terbanyak
dengan sembilan kursi, disusul oleh Partai Golkar dengan delapan kursi,
Demokrat enam kursi dan Hanura lima kursi. Pimpinan DPRD merupakan alat
kelengkapan DPRD yang ‘bersifat kolektif kolegial yang mencerminkan dari
anggota DPRD yang di DPRD. Keputusan DPRD Kepulauan Riau Nomor |
Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Kepulauan Riau pasal 37 ayat (2) bahwa pimpinan DPRD berasal dari partai
politik berdasarkan perolehan kursi terbanyak di DPRD. Dalam hal terdapat lebih

dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kurst terbanyak pertama sebagaimana
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dimaksud pada ayat 3 (tiga), ketua DPRD ialah anggota DPRD yang berasal dari
Partai Politik yang memperoleh suara terbanyak. Partai politik yang berhak
mengisi kursi pimpinan DPRD sebagaimana yang dimaksud, menyanipaikan 1
(satu} orang calon pimpinan DPRD kepada pimpinan sementara DPRD untuk
diumumkan dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD sebagai calon pimpinan
DPRD. Selanjutnya, pimpinan sementara DPRD menyampaikan nama calon
pimpinan DPRD kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk

diresmikan pengangkatannya.

Adapun tugas pimpinan DPRD sebagaimana diatur dalam pasal 41 ayat 1

Tata Tertib DPRD Provinsi Kepulauan Riau (2014 : Hal 29)

1. Memimpin sidang DPRD dan menyimpulkan hasil sidang untuk diambil
keputusan,

2. Menyusun rencana kerja pimpinan dan mengadakan pembagian kera antara
ketua dan wakil ketua;

3. Melakukan koordinasi dalam upaya mensinergikan pelaksanaan agenda dan
materi kegiatan dan alat kelengkapan DPRD;

4. Menjadi juru btcara DPRD;

5. Melaksanakan dan memasyarakatkan keputusan DPRD;

6. Mewakili DPRD dalam berhubungan dengan lcmbaga/instansi lainnya;

7. Mengadakan konsultasi dengan Bupati dan pimpinan lembaga/instansi lainnya
sesuai dengan keputusan DPRD;

8. Mewakili DPRD di Pengadilan,

9. Melaksanakan keputusan DPRD berkenaan dengan penetapan sanksi atau

rehabilitasi anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
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10. Menyusun dan membahas rencana anggaran DPRD bersama pimpinan fraksi,
pimpinan alat kelengkapan DPRD dan sekretariat DPRD yang pengesahannya
dilakukan dalam rapat paripurna internal;

11. Menyampaikan laporan kinerja pimpinan DPRD dalam rapat paripuma DPRD

dalam yang khusus diadakan untuk itu,

Bertkut int susunan pimpinan DPRD Provinsi Kepulauan Riau masa Jabatan

2014-2019 yang disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 4.10

Pimpinan DPRD Provinsi Kepulauan Riau Masa Bakti 2014-2019

NO NAMA JABATAN FRAKSI
1 Jumaga Nadeak,SH Ketua PDIP
2 Riski Faisal, SE,MM Wakil Ketua | Golkar

3 Husnizar Hood,S.Ip Wakil Ketua II Demokrat

4 dr. Amir Hakim Siregar | Wakil Ketua IfI Hanura Plus

Sumber: Dokumentasi Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau 2016

Dari Tabel 4.10 dapat diketahui bahwa unsur pimpinan DPRD Provinsi
Kepulauan Riau masa jabatan 2014-2019 adalah, Jumaga Nadeak, SH sebagai
ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau berasal dari fraksi PDI-Perjuangan, Riski
Faisal,SE,MM sebagai Wakil Ketua 1 DPRD Kepulauan Riau berasal dari fraksi
Golkar, Husnizar Hood, S.Ip berasal dari fraksi Demokrat dan dr. Amir Hakim

Siregar, S.PoG yang berasal dan fraksi Hanura Plus.
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b. Badan Musyawarah DPRD Provinsi Kepulauan Riau

Badan Musyawarah merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat
tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotan DPRD. Badan
Musyawarah terditi atas unsur-unsur fraksi berdasarkan perimbangan jumlah
anggota dan paling banyak setengah dari jumlah anggota DPRD. Susunan
keanggotan Badan Musyawarah ditetapkan dalam rapat paripurna setelah
terbentuknya pimpinan DPRD, komisi, Badan Anggaran dan Fraksi. Ketua dan
wakil ketua DPRD karena jabatannya adalah pimpinan Badan Musyarawah
merangkap anggota. Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah sekretaris Badan

Musyawarah dan bukan sebagai anggota.

Badan musyawarah DPRD mempunyai tugas sebagatinana dratur dalam

pasal 47 ayat 1 Tata Tertib DPRD Provinsi Kepulauan Riau (2014; Hal 32) yaitu

1. Menetapkan agenda DPRD untuk satu tahun sidang, satu masa
persidangan, atau sebagian dari satu masa sidang, perkiraan waktu
penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian rancangan
peraturan daerah, dengan tidak mengurangi kewenangan rapat paripurna
untuk mengubahnya;

2. Memberikan pendapat kepada pimpinan DPRD dalam menentukan gans
kebijakan yang menyangkut pelaksanaan tugas dan wewcnang DPRD;

3. Mcminta dan atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan
DPRD yang lain untuk memberikan keterangan atau penjelasan mengenai

pelaksanaan tugas masing-masing
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4. Menetapkan jadwal acara rapat DPRD, memberi saran atau pendapat
untuk memperlancar kegiatan;

5. Merekomendasikan pembentukan panitia khusus dan;

6. Melaksanakan tugas lain yang diserahkan oleh Rapat Paripuma kepada

Badan Musyawarah.

Dan uraian tugas diatas, Badan Musyawarah DPRD merupakan suatu
wadah DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana yang telah
diatur sesuat dengan tata tertib DPRD yang telah disepakati secara bersama

diawal masa jabatan DPRD.
c. Komisi

Komisi merupakan alat kelengkapan DPRD yang be'rsifat tetap dan
dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD. Setiap anggota
DPRD kecuali pimpinan DPRD, wajib menjadi anggota salah satu komisi. Dan
unfuk DPRD Provinsi Kepulauan Riau, jumlah komisi sebanyak empat komisi.
Jumlah anggota setiap komisi diupayakan saina. Ketua, Wakil Ketua dan
Sekretarts komisi dipilih dalam rapat komisi dari dan oleh anggota Komisi
berdasarkan prinsip musyawarah dan mufakat yang dipimpin oleh pimpinan
DPRD dan dilaporkan dalam paripurna DPRD. Penempatan anggota DPRD dalam
komisi dan perpindahannya ke komisi lain didasarkan atas usul fraksi dan dapat

dilakukan setiap awal tahun anggaran.

Keanggotan dalam komisi diputuskan dalam rapat paripurna DPRD atas
usul fraksi pada awal tahun anggaran. Masa tugas Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris

Komisi dan anggota Komisi ditetapkan paling lama dua setengah tahun
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Sedangkan anggota DPRD pengganti antar waktu menduduki tempat anggota

komisi yang digantikan.
d. Badan Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi

Badan Pembentukan Peraturan Daerah atau yang sering disingkat
Bapemperda merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk
dalam rapat Paripurna DPRD. Adapun susunan dan keanggotan Badan
Pembentukan Peraturan Dacrah dibentuk pada permulaan masa keanggotan
DPRD dan permulaan tahun sidang. Jumlah anggota Badan Pembentukan
Peraturan Daerah ditetapkan secara proporsional menurut perimbangan dan
pemerataan jumlah komisi sesuai dengan jumlah anggota fraksi dalam rapat
paripuma. Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah diusulkan masing-

masing fraksi.
e. Badan Anggaran

Badan Anggaran merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap
dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD. Anggota
Badan  Anggaran  diusutkan oleh  masing-masing  fraksi  dengan
mempertimbangkan keanggotaannya dalam tiap-tiap komisi dan jumlah
anggotanya paling banyak setengah dari jumiah anggota DPRD. Ketua dan Wakil
Ketua DPRD karena jabatannya adalah pimpinan Badan Anggaran merangkap
anggota. Susunan dan keanggotaan ketua dan wakil ketua badan anggaran
ditetapkan dalam Rapat Paripurna. Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah
sckretaris Badan Anggaran dan bukan sebaga) anggota. Penempatan anggota

DPRD dalain Badan Anggaran dan perpindahannya ke alat kelengkapan DPRD
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lainnya didasarkan atas usul fraksi dan dapat dilakukan setiap awal tahun

anggaran.

Badan anggaran mempunyai tugas membahas bersama Pemerintah Daerah
untuk menentukan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Platfon
anggaran Sementara (PPAS) untuk dijadikan acuan dalam menyusun rancangan
setelah mendapatkan masukan dari komisi-komisi. Badan Anggaran memberikan
saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD kepada Gubernur dalam
mempersiapkan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah paling lambat
lima bulan sebelum ditetapkannya APBD. Badan Anggaran juga melakukan
konsultasi yang dapat diwakili oleh anggotanya kepada komisi terkait untuk
memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan kebijakan umum
APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara. Memberikan saran dan
pendapat kepada Gubernur dalam mempersiapkan rancangan peraturan daerah
tentang perubahan APBD dan rancangan peraturan daerah tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Badan Anggaran juga melakukan
penyempurnaan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi Menteri Dalam Negeri bersama tim
anggaran Pemerintah Daerah. Melakukan pempahasan bersama tim anggaran
pcmerintah daerah terhadap rancangan kebijakan umum APBD serta rancangan
prioritas plafon angparan sementara yang disampaikan Gubernur dan memberikan

saran kepada pimpinan DPRD dalam penyusunan anggaran Belanja Daerah.
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f. Badan Kehormatan

Badan Kehormatan dibentuk oleh DPRD dan merupakan alat kelengapan
DPRD yang bersifat tetap. Pembentukan Badan Kehormatan ditetapkan dengan
keputusan DPRD. Adapun anggota Badan Kehormatan dipilih dari dan oleh
angpgota DPRD dengan ketentuan jumlah anggota Badan Kehormatan berjumlah
sebanyak lima orang. Pimpinan Badan Kehormatan terdiri atas satu orang ketua
dan satu orang wakil ketua yang dipilih dani dan oleh Badan Kehormatan.
Anggota Badan Kehormatan dipilih dan ditetapkan datam rapat paripuma DPRD
berdasarkan usul dani masing-masing fraksi. Untuk memilih anggota Badan
Kehormatan masing-masing fraksi berhak mengusulkan satu orang calon anggota
Badan Kehormatan. Dalam hal di DPRD hanya terdapat dua fraksi, fraksi yang
memiliki jumiah kursi lebih banyak berhak mengusulkan dua orang calon anggota
Badan Kehormatan. Masa tugas anggota Badan Kehormatan paling lama dua
setengah tahun. Anggota DPRD pengpanti antarwakiu menduduki tempat anggota
Badan Kehormatan yang digantikan. Badan kehormatan dibantu oleh sekretariat

yang secara fungsional dilaksanakan oleh sekretariat DPRD.
g. Alat Kelengkapan Lainnya

Dalam hal diperlukan, DPRD dapat membentuk alat kelengkapan lainnya
berupa panitia khusus (Pansus). Pansus merupakan alat kelengkapa_n DPRD yang
bersifat tidak tetap. Pansus dibentuk dalam rapat parnipurna DPRD atas usul
anggota setelah mendengar perimbangan Badan Musyawarah. Jumlah anggota
pansus ditetapkan dengan mempertimbangkan jumlah anggota setiap komisi yang

terkait dan disesuaikan dengan program kegiatan serta kemampuan anggaran
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DPRD. pembentukan Pansus ditetapkan dengan keputusan DPRD. Komposisi
keanggotaan Pansus ditetapkan oleh rapat paripurna sebanyak-banyaknya
berjumiah 15 orang termasuk satu orang dari pimpinan DPRD merangkap anggota
yang diusulkan oleh masing-masing fraksi yang disesuaikan dengan program

kegiatan serta kemampuan anggaran DPRD.
B. HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Pada Bab ini membahas mengenai kinerja DPRD dalam menjalankan
fungsi legislasi di Provinsi Kepulauan Riau. Dalam pembahasan kinerja DPRD
Provinsi Kepulauan Riau tahun 2017 terdapat tujuh indikator seperti yang
dikemukakan oleh Hersey,dkk dalam Wibowo (2016:86-88) dalam bukunya
berjudul Manajemen Kinerja yaitu Tujuan, Standar, Umpan Balik, Alat atan
Sarana, Kompetensi, Motif dan Peluang. Adapun aspek yang diukur dalam
kegiatan 1alah bagaimana pelaksanaan fungsi legislasi di DPRD Provinsi

Kepulaunan Riau.

Untuk melihat sejauh mana pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Provinsi
Kepulauan Riau Tahun 2017 ini, maka peneliti memperhatikan beberapa indikator

kinerja yang memipunyai tujuh aspek.
1. Tujuan

Tujuan merupakan keadaan yang membedakan secara aktif atas apa yang
dicari oleh seorang individu atau pun organisast untuk dicapai. Pengertian tersebut
mengandung makna bahwa tujuan bukanlah merupakan persyaratan, juga bukan
merupakan sebuah keinginan. Tujuan merupakan suatu keadaan yang lebth baik
yang ingin dicapai di masa yang akan datang. Dengan demikian, tujuan
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menunjukkan arah kemana kinerja harus dilakukan. Atas dasar arah tersebut,
dilakukan kinerja untuk mencapai tujuan. Untuk mencapai tujuan, diperlukan
kinerja individu, kelompok dan organisasi. Kinerja individu maupun organisasi

berhasil apabila dapat mencapai tujuan yang diinginkan.

DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan merupakan salah
satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah disamping Gubemur DPRD diberi
kekuasaan untuk mengesahkan Perda, menetapkan APBD bersama kepala daerah
dan melakukan fungsi pengawasan kedudukan DPRD sesuai dengan UUJ 23 tahun
2014. Berdasarkan UU itu, DPRD didaerah dibentuk yang mempunyai tugas

utama antara lain ;

1. Fungsi legislasi yaitu membentuk peraturan daerah
2. Fungsi anggaran yaitu menetapkan anggaran
3. Fungsi pengawasan yaitu melakukan pengawasan terhadap jalannya

pemerintahan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan,

Untuk mengetahui sejauh mana kinerja DPRD Provinsi Kepulauan Riau,
maka penulis kembali membatasi pembahasan penelitian kinerja DPRD hanya
didalam fungsi legislasi saja. Untuk melihat sejauh mana DPRD Kepulauan Riau
menjalankan fungsi legislasinya dalam melahirkan produk hukum berupa Perda,
maka peneliti melakukan wawancara dengan Ketua DPRD Provinsi Kepulauan
Riau, Informasi dari wawancara dengan Ketua DPRD Kepulauan Riau, Bapak

Jumaga Nadeak,SH sebagai berikut :

“Pada dasamya Perda yang dibentuk bertuyjuan untuk kepentingan
masyarakat yang dapat berguna untuk keperluan masyarakat Kepri. Selain
itu, perda yang dihasilkan juga bertujuan untuk bagaimana menggali
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sumber dan potensi keuangan daerah, yang tujuannya tentunya untuk
masyarakat Kepn juga” (hasil wawancara hari Senin, 4 Juni 2018, di ruang
tuang kerja ketua DPRD Kepulauan Riau)

Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Wakil Ketua II DPRD Provinsi
Kepulauan Riau Bapak Husnizar Hood yang juga mnengemukan pendapat yang
sama.

...... kehadiran Perda ini tentu sesuai dengan kepentingan masyarakat.
Kita punya tujuan yang ingin dicapai lembaga ini dalam setiap
pembentukan perdanya. Apakah sesuai dengan yang dibutuhkan dan

muatannya diperfukan masyarakat,” (hasil wawancara hari Senin, 4 Juni
2018 di muang kerja Wakil Ketua Il DPRD Kepulauan Riau)

Selanjutnya, tujuan fungsi legislast dan pembentukan Perda melalui dua
mekanisme baik dari usulan pthak eksekutif maupun inisiatif dari DPRD. Untuk
itu, tentang tujuan pembentukan Perda dapat dijelaskan melalui wawancara
dengan pihak eksekutif dalam hal in1 Bagian Hukum, Sekretariat Daerah Provinsi
Kepulavan Riau. Wawancara langsung dengan Kepala Biro Hukum, Sekretariat

DPRD Provinsi Kepulauan Riau Bapak, Heri Mokhrizal, M.Si sebagai berikut.

... twuan fungsi legislasi adalah pembentukan Perda. Dimana Perda itu
bertujuan untuk mengatur dan menjamin keteraturan di masyarakat.
Dengan kata Jain, aturan-aturan itu mengatur bagaimana kehidupan
bemegara di Provinsi Kepulauan Riau. Misalnya, Perda bantuan hukum
yang sudah ada. Perda ini baik untuk masyarakat, karena disini Pemerintah
menjamin setiap warga Kepn mendapat akses hukum,” (hasil wawancara
Kepala Biro Hukum, Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan
Riau, hari Senin, 28 Mei 2018)

DPRD adalah pemegang kekuasaan pembentuk peraturan yang ada di
daerah berupa Perda. Tujuan fungsi legislasi dan pembentukan Perda untuk
mengatur ketentraman masyarakat sesual dengan UU Nomor 12 tabun 2011 pasal
5 pembentukan Perda yang baik harus berdasarkan asas pembentukan peraturan

perundang-undangan yaitu sebagai benkut :
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a. Kejelasan tujuan, yaitu bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-
undangan barus mempunyat tujuan yang jelas hendak dicapai.

b. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, yaitu setiap jenis
peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga atau pejabat
pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang dan dapat
dibatalkan atau batal demi hukum bila dibuat oleh lembaga /pejabat yang
tidak berwenang.

c. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan, yaitu dalam pembentukan
peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan mater
muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangan.

d. Dapat dilaksanakan, bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus
memperhatikan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut di
dalam masyarakat, baik secara filosefis, yuridis maupun sosiologis.

e. Kedayagunaan dan kechasilgunaan, yaitu setiap peraturan perundang-
undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhan dan bermanfaat
dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bemegara.

f. Kejelasan rumusan, yaitu setiap peraturan perundang-undangan harus
memenuhi persyaratan teknis penyusunan, sistemnatika dan pilihan kata
atau trimologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah mengerti sehingpa
tidak menimbulkan berbagai macam interpretas: dalam pelaksanaannya.

g. Keterbukaan, yaitu dalam proses pembentukan peraturan perundang-
undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan

bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan
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masyarakat mempunyai kesempatan seluas-luasnya untuk memberikan

masukan daalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan.

Disamping materi muatan, sebuah Perda harus mengandung asas-asas

sebagai berikut :

a. Asas Pengayoman, bahwa setiap materi muatan Perda harus berfungsi
memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman
masyarakat. Asas kemanusiaan, bahwa setiap materi muatan Perda harus
mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi.

b. Asas kebangsaan, bahwa setiap muatan Perda harus mencerminn sifat dan
watak bangsa Indonesia yang pluralistik (ke-Bhinekaan) dengan tetap
menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Asas kekeluargaan,
bahwa setiap muatan Perda harus mencerminkan musyawarah untuk
mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

¢. Asas kenusantaraan, bahwa setiap materi muatan Perda senantiasa
memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia materi muatan
Perda merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan
Pancasila, Asas ke-Bhinekaan Tunggal ika, bahwa setiap materi muatan
Perda harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan
agolongan kondisi daerah memperhatikan keragaman penduduk, agama,
suku dan golongan kondisi daerah dan budaya khususnya menyangkut
masalah-maaslah sensitif dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan
bernegara.

d. Asas keadilan, bahwa setiap maten muatan Perda harus mencerminkan
keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.
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€. Asas kesamaan, dalam hukum dan pemerintahan, bahwa setiap materi
muatan Perda tidak boleh bersi hal-hal yang membedakan latar belakang
antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender atau status sosial.

f. Asas Ketertiban dan kepastian hukum, bahwa setiap materi muatan Perda
harus dapat memimbulkan ketertiban dalam masyarakat melaiui jaminan
adanya kepastian hukum.

g Asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan, bahwa setiap materi
muatan Perda harus mencerminan keseimbangan keserasian, dan
keselarasan antar kepentingan individu dan masyarakat dengan
kepentingan bangsa dan negara.Dan asas lain sesuai substansi Perda yang

bersangkutan.

Dan berbagai wawancara yang telah dilakukan untuk mengetahui tujuan
dan fungsi legislasi adalah pembentukan Perda sebagai tolak ukur kinerja fungsi
legistasi DPRD Provinst Kepulauan Riau sesuai dengan amanat UU No 12 Tahun
2011 pasal 5 tentang asas dalam pembentukan Perda yang pada umumnya tujuan
pembentukan Perda adalah untuk kepentingan masyarakat agar masyarakat
merasa terayomi, keteraturan dan adanya pengakuan hak-hak sebagai warga serta

adanya rasa keadilan.
2. Standar

Standar mempunyai arti penting karena memberitahukan kapan suatu
tujuan dapat diselesaikan. Standar merupakan suatu ukuran, apakah tuyjuan yang
diinginkan dapat tercapai. Tanpa standar, tidak dapat diketahui kapan suatu tuyuan

tercapal. Standar menjawab pertanyaan tentang kapan kita tahu bahwa sukses atau
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gagal. Kinerja seseorang dikatakan berhasil apabila mampu mencapai standar

yang ditentukan atau disepakati bersama antara atasan dan bawahan.

Dalam hal pembentukan Perda, standar yang disepakati dituangkan dalam

bentuk keputusan DPRD tentang berapa banyak Perda yang harus dibahas dalam

satu tahun anggaran. Pada tahun anggaran 2017, berdasarkan Keputusan DPRD

Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 / Tahun 2017 tentang Program Pembentukan

Peraturan Daerah Provinsi Kepulavan Riau Tahun 2017 dalam satu tahun

anggaran diajukan setidaknya 17 Ranperda.

Tabel 4.11

Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi

Kepulauan Riau tahun 2017

NO JUDUL SKPD PENGUSUL |
Masa Sidang Pertama (Januan-Apnl 2017)
1 | Ranperda Tentang Ketenagalistrikan Dinas  Energi  dan
Sumber Daya Mineral
2 | Ranperda tentang Perubalian atas Peraturan | Badan Pengelolaan
Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak | Pajak dan Retribusi
Daerah Daerah
3 | Ranperda tentang Perubahan Kedua atas | Badan Pengelolaan
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang | Pajak dan  Retribusi
Retribusi Daerah Daerah
4 | Ranperda Tentang Bantuan Hukum Biro Hukum
5 | Ranperda Tentang Penyelenggaraan Pelayaran | Dinas Perhubungan
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dan Pengelolaan Perairan Provinsi Kepulauan
Riau
Masa Persidangan Kedua (Mei-Agustus 2017)
6 | Ranperda Tentang Laporan Pertanggungjawaban | Badan Pengelolaan
Pelaksanaan (LPP) APBD TA 2016 Keuangan dan  Aset
Daerah
7 | Ranperda tentang Perubahan  Anpgaran | Badan Pengelolaan
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017 Keuangan dan  Aset
Daerah
8 | Ranperda tentang Pertambangan Dinas  Energi  dan
Sumber Daya Mineral
9 | Ranperda tentang Perlindungan Perempuan di | Dinas Pemberdayaan
Provinsi Kepulavan Riau Perempuan,
Perlindungan anak,
Pengendalian dan
Keluarga Berencana
10 | Ranperda Tentang Rencana Zonasi Wilayah | Dinas Kelautan dan
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Perikanan
11 | Ranperda Tentang Penyelenggaraan Pendidikan | lnisiatif DPRD
di Provinsi Kepulauan Riau
Masa Persidangan Ketiga (September-Desember 2017)
12 | Ranperda Tentang Rencana Pembangunan | Dinas Perindustrian dan
Industr Provinsi (RPIP) Perdagangan
13 | Ranperda Tentang Perubahan atas Perda Nomor | Badan Perencanaan, |
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8 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan | Penelitian, dan
Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan | Pengembangan
Riau Tahun 2016-2021 (RPJMD)
14 |} Ranperda Tentang Penyertaan Modal Barang | Badan Pengelolaan
Milik Daerah kepada PDAM Tirta Kepri Keuangan dan  Aset
Daerah
15 | Ranperda Tentang Pengelolaan Barang Milik | Badan Pengelolaan
Daerah Keuangan dan Aset
Daerah
16 | Ranperda Tentang Anggaran Pendapatan dan | Badan Pengelolaan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 Keuangan dan  Aset
Daerah
17 |Ranperda Tentang Tata Cara Pembentukan | Inisiatif DPRD
Produk Hukum Daerah

Sumber : Dokumentasi DPRD Provinsi Kepulauan Riau 2018

Standar merupakan suatu kesepakatan yang harus dijalankan kelompok

maupun organisasi. Dalam hal pembentukan Perda pada tahun 2017 sudah

disepakati 17 perda yang masuk dalam program pembentukan peraturan daerah.

Dalam menjalankan fungsi legislasinya, DPRD mempunyai standar yang harus

dicapai yaitu jumlah Ranperda yang diajukan, dibahas dan disabkan Untuk

mengetahui, apakah hal tersebut tercapai dilakukan berbagai wawancara yang

dilakukan melalut ketua Bapemperda Provins: Kepulauan Riau.

Informasi dari wawancara ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah

(Bapemperda) Provinst Kepulauan Riau, Bapak Alex Guspeneldi, sebagai berikut:
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..... dalam Bapemperda yang disepakati untuk anggaran tahun 2017
jumlah Ranperda yang diusulkan mencapai 17 Ranperda. Jumlah tersebut
sudah termasuk didalamnya perda inisiatif dan Perda-Perda rutin seperti
APBD dan APBD-P. Unfuk Perda inisiatif, kita memang sengaja
memajukan kama dibutuhkan masyarakat,” (hasil wawancara, Selasa
tanggal 3 Juni 2018 di Kantor DPRD Provinsi Kepulauan Riau).

Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Bapak

Heri Mokhnizal mengemukakan bahwa :

....... pada tahun anggaran 2017, Pemprov bersama Organisast Perangkat
Daerah (OPD) sudah mengkaji dan membahas Ranperda yang kami
usulkan kepada Bapemperda. Jumlah tersebut sudah juga termasuk
didalamnya Ranperda usulan Pemprov dan DPRD,” (hasil wawancara,
Senin 28 Mei 2018 di Sekretanat Daerah Provinsi Kepulauan Riau pada
Biro Hukum).

Akan tetapi, dari 17 Ranperda yang diusulkan tersebut, 13 (tiga belas)
Ranperda yang diajukan, dibahas dan disahkan. Sedangkan satu Ranperda tentang
Penyelenggaraan Pelayaran dan Pengelolaan Perairan Provinst Kepulauan Riau
ditunda pembahasannya karena belum selesai naskah akademisnya. Adapun
Ranperda tentang Pertambangan di batalkan karena tidak cukupnya anggaran.
Sedangkan Ranperda Tentang Perlindungan Perempuan di Provinsi Kepulauan
Riau tidak cukup waktu untuk membahasnya. Berdasarkan uraian tersebut, berikut
akan disajikan tabel Ranperda yang disetujui menjadi Perda yang bersumber dari

dokumentasi Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2018.
TABEL 4.12

DAFTAR RANPERDA YANG DISETUJUI

HASIL
No Rancangan Peraturan Daerah

SETUJU | BATAL

1 | Ranperda tentang Ketenagalistrikan N
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Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan
2 | Daerah nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak

Daerah

Ranperda tentang Perubahan Kedua atas
3 | Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang

retribusi Daerah
4 | Ranperda tentang Bantuan Hukum

Ranperda tentang Penyelenggaraan Pelayaran
5 dan Pengelolaan Perairan Provinsi Kepulauan

Riau

Ranperda tentang Laporan Pertanggungjawaban
‘ (LPP) APBD TA 2016

Ranperda  tentang Perubahan  Anggaran
’ Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017
8 | Ranperda tentang Pertambangan

Ranperda tentang Perlindungan Perempuan di
’ Provinsi Kepulauan Riau

Ranperda tentang Rencana Zonasi Wilayah v
0 Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K)

Ranperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan
! di Provinst Kepulauan Riau

Ranperda tentang Rencana Pembangunan y
2 Industri Provinsi (RPIP)
I3 | Ranperda tentang Perubahan atas Perda No &
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Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan

Riau Tahun 2016-2021 (RPIMD)

Ranperda tentang Penyertaan Modal Barang

14 v
milik Daerah kepada PDAM Tirta Kepri

Ranperda tentang Pengelolaan Barang Milik

15 v
Daerah

Ranperda tentang Anggaran Pendapatan dan y
16
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018

Ranperda tentang Tata Cara Pembentukan

17 v
Produk Hukum Daerah

Sumber : Dokumentasi Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau 2018

Benkut hasil wawancara dengan Ketua Badan Pembentukan Peraturan

Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Kepulauan Riau bapak Alex Guspeneldi

“...dari 17 Ranperda yang diusulkan, 13 (ranperda) Ranperda yang
dibahas, disetujui dan disahkan. Sedangkan empat ranperda lagi tidak bisa
kita bahas dan akan kembali diajukan pada anggaran tahun berikutnya,”
(hasil wawancara Senin, 4 Juni 2018 di Sekretariat DPRD Provinsi
Kepulauan Riau)

Berikut hasil wawancara dengan Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau

Bapak Jumaga Nadeak yang menyatakan :

...... Jumlah Perda yang disetujui pada tahun 2017 lalu mengalami
peningkatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Beberapa
masalah yang menyebabkan jumlah Ranperda yang batal atau ditunda
pembahasannya disebabkan keterbatasan angparan, naskah akademis
belum lengkap dan waktu tidak mencukupi. Selain itu, anggota DPRD
juga disibukkan dalam pemilihan Wakil Gubermnur, namun int saya rasa
bukan jadi penghalang,” (hasi! wawancara dengan Senin 4 Jum 2018 di
Sekretariat DPRD Provinsi Keputauan Riau)
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Dari hasil wawancara diatas terlihat jelas bahwa dari 17 Ranperda yang
diusulkan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) 13 (tiga belas)
yang berhasil disahkan menjadi Perda. Sedangkan sisanya gagal diselesaikan
dengan berbagai alasan seperti tidak lengkapnya naskah akademis, keterbatasan
anggaran dan waktu. Berdasarkan teon yang dikemukan Hersey,dkk dalam
Wibowo (2015:87) menyatakan bahwa standar merupakan suatu ukuran apakah
tuyjuan yang diinginkan dapat dicapai. Kinerja seseorang dikatakan berhasil
apabila mampu mencapai standar yang ditentukan atau disepakati bersama antara

atasan dan bawahan atau kesepakatan yang ditentukan organisast.

Dengan demikian, bahwa berdasarkan kajian teort tentang kinerja, dapat
dikatakan bahwa DPRD Provinsi Kepulauan Riau belum dapat memenuhi standar
tujuan yang disepakati bersama. Adapun indikatornya adalah 17 Ranperda yang
diusulkan, namun hanya dapat dibahas dan disahkan sebanyak 13 (tiga belas)

Perda sebagai standar kerja DPRD dalam Pembahasan Ranperda.
3. Umpan Balik

Antara tujuan, standar, umpan balik bersifat saling terkait. Umpan balik
melaporkan kemajuan, baik kualitas maupun kuantitas, dalam mencapai tujuan
yang di definisikan oleh standar. Umpan balik terutama penting ketika kita
mempertimbangkan “real goals” atau tujuan sebenamya. Umpan balik merupakan
masukan yang dipergunakan untuk mengukur kemajuan kinega, standar kinerja
dan pencapaian tujuan. Dengan umpan balik dilakukan evaluasi terhadap kinega

dan sebagai hasilnya dapat dilakukan perbaikan kinega.
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Dalam melaksanakan tugasnya, DPRD mempunyai acuan tentang asal
Ranperda dan bersumber dari mana. Untuk itu, dapat dijelaskan melalui
wawancara dengan ketua fraksi yang ada di DPRD Provinsi Kepulauan Riau.
Berikut wawancara dengan Ketua Fraksi Partai Golongan Karya, Ibu Dewi

Kumalasari, sebagai berikut :

...... Sumber Ranperda itu berasal dari dua sumber. Pertama dari pihak
eksekutif yang diajukan melalui badan legislasi. Selanjutnya sumbernya
dari anggota DPRD itu sendiri atau disebut hak inisiatif kami,” (Hasil
wawancara hari Senin, 11 Juni 2018 di Kediaman pribadinya).

Untuk hak inisiatif DPRD pada tahun 2017, wawancara dengan ketua

Badan pembentukan Peraturan Daerah, Bapak Alex Guspeneldi :

S Untuk Ranperda hak imisiatif dan DPRD pada tahun 2017 lalu,
DPRD mengajukan dua hak inisiatif. Pertama adalah Ranperda tentang
penyelenggaraan pendidikan di Provinsi Kepulauan Riau dan kedua adalah
Ranperda tentang tata cara pembentukan produk hukum daerah. Keduanya
berhasil kita sahkan,” (hasil wawancara Senin, 4 Juni 2018 di Sekretariat
DPRD Provinsi Kepulauan Riau)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun
2010 tentang pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah pasal 81 ayat 1 s/d 4

menyatakan :

a. Rancangan peraturan daerah dapat berasal dari DPRD atau Kepala Daerah.

b. Rancangan peraturan daerah yang berasal dari DPRD atau Kepala Daerah
disertai penjelasan atau keterangan dan atau naskah akademik.

¢. Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diajukan berdasarkan program legislasi daerah.

d. Dalam keadaan tertentu, DPRD atau kepala daerah dapat mengajukan

rancangan peraturan daerah diluar program legislasi daerah.
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Berikut Tabel Ranperda Provinsi Kepulauan Riau dilihat dari sumber

usulannya sepanjang tahun anggaran 2017 :

Tabel 4,13

Sumber Program Pembentukan Peraturan Daerah

Sumher Ranperda
No Rancangan Peraturan Daerab
DPRD | Eksekutif

1 | Ranperda tentang Ketenagalistrikan v
Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan

2 | Daerzh nomor 8 Tahun 20i1 tentang Pajak v
Daerah
Ranperda tentang Perubahan Kedua atas

3 | Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang v
retribusi Daerah

4 | Ranperda tentang Bantuan Hukum v
Ranperda tentang"Péhmj;e]enggaraan Pelayaran

5 | dan Pengelolaan Peratran Provinsi Kepulauan v
Riau
Ranperda tentang Laporan Pertanggungjawaban ;

‘ (LPP) APBD TA 2016 )

i Ranperda tentang Perubahan  Anggaran y
! Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017
8 Ranperda tentang Pertambangan v
9 | Ranperda tentang Perlindungan Perempuan di N
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Provinsi Kepulauan Riau

Ranperda tentang Rencana Zonasi Wilayah

10 v
Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K)

Ranperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan
11 v

di Provinsi Kepulauan Riau

Ranperda tentang Rencana Pembangunan

12 v
Industri Provinsi (RPIP)

Ranperda tentang Perubahan atas Perda No 8
Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan

Riau Tahun 2016-2021 (RPJMD)

Ranperda tentang Penyertaan Modal Barang
14 v
milik Dagrah kepada PDAM Tirta Kepri

Ranperda tentang Pengelolaan Barang Milik
15 \
Daerah

Ranperda tentang Anggaran Pendapatan dan y
16
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018

Ranperda tentang Tata Cara Pembentukan

17 v
Produk Hukum Daerah

Sumber : Dokumentasi Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau 2018

Dari data diatas terlihat jelas bahwa dari 17 Ranperda yang ada pada
Bapemperda, 13 (tiga belas) perda yang dapat disetujui dan disahkan. Sedangkan
seluruh Ranperda yang diusutkan DPRD dapat disetujui dan disahkan menjadi

Perda. Berangkat dari kondisi ini, maka teori yang dikemukan Hersey,dkk dalam
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Wibowo (2015:87) yang menyatakan bahwa umpan balik merupakan masukan
yang dipergunakan untuk mengukur kinerja, standar kinerja dan pencapaian
tujuan. Dengan umpan balik, dilakukan evaluasi terhadap kinerja dan sebagai

hasiinya dapat dilakukan perbaikan kinerja.

Melihat dari data dan hasil wawancara serta kajian teori tentang kinerja,
menyatakan bahwa DPRD Provinsi Kepulanan Riau pada tahun anggaran 2017
telah berusaha melakukan kinerjanya dengan menggunakan hak inisiatifnya dan
dapat terus dipertahankan pada tahun-tahun mendatang. Terwujudnya realisasi
anggaran ini disebabkan salah satunya adalah pengawasan dan arahan dan
pimpinan DPRD. Hal ini terungkap dalam wawancara dengan anggota Fraksi

Hanura, Bapak Sukhri Fahrial yang dirangkum sebagai berikut :

.............. ketika pembahasan Ranperda, kami selaku anggota Panitia
Khusus selalu melaporkan perkembangan pembahasan kepada Ketua
DPRD sebagai koordinator Pansus. Jika menemukan kesulitan,
Koordinator dapat memberikan perpanjangan waktu tambahan
pembahasan Perda hingga disahkan,” (hasil wawancara Rabu 6 Juni 2018
di kediaman pribadi)

Dari hasil wawancara tersebut, ditemukan bahwa dalam setiap
pembahasan Ranperda, koordinator selalu memberikan masukan dan arahan
sehingga, pembahasan Ranperda dapat sesuai dengan Standar Operasional

Prosedur (SOP).

Berikut suasana rapat pembahasan Ranperda yang di monitoring langsung

ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau :
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] ] Y ua ovinsi

Kepulauar. ...au apak Amir Hakim Siregar. Beliau mengatakan s« gai berikut :

..... Kami selaku koordinator selalu memperhatikan dan memantau
kesiapan anggota DPRD dalam pembahasan Ranperda agar Perda ini dapat
bermutu dan sesvai dengan jadwal yang telah kami tetapkan,” (hasil
wawancara hari Senin 11 Juni 2018 di kediaman prnibadinya )

Berdasarkan teon yang dikemukan Harsey,dkk dalam Wibowo (2015 :87)
menyatakan bahwa umpan balik merupakan ma kan yang dipergunakan untuk
mengukur kemajuan kinerja, standar kinerja dan pencapaian tujuan. Dengan
umpan balik dilakukan evaluasi terhadap kinerja dan sebagai hasilnya dapat

dilakukan perbaikan kinerja.

Melihat dari data dan has wawancara serta kajian teon tentar  kinerja,
menyatakan bahwa DPRD Provinsi Kepulauan Riau pada tahun anggaran 2017
ah berusaha melakukan kinerjanya. Kemudian koodinator Komisi sudah
melakukan kontrol dan evatuasi terhadap kinerja komisi-komisi, fraksi dan Pansus
dalam pembahasan Ranperda. Dilihat dan ketika Pansus, Komisi dalam
pembahasan Ranperda selalu dimonitor oleh koordinator komisi masing-masing,
~Jlam hal ini, unsur pimpinan sebagai koordinator komist selalu mengawasi
jalannya pembahasan Ranperda dan selalu mengingatkan kepada anggota komist
tentang hmit waktu pembahasan Ranperda. Dalam menjalankan tugasnva,
koordinator sudah menctapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam
menjalankan pembahasan Ranperda serta menindaklanjuti der~n terus

melakukan monitoring  ara langsung,
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»oaim - a , 'R rinsi Kepu 1an 1
juga membutuhkan  mber daya air. Untuk memenuhi kebutuhan air bersih,
Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau menyiapkan air bersih dan tangki
untuk membantu s lai air dari PDAM, Sarana, dan prasarana merupakan modal
a  dalam mencapai tujuan seperti yang dikemukan Hersey,dkk dalam Wibowo
(2015:87-88).. Begitu pula berlaku di DPRD Provinsi Kepulauan Riau yang

memerlukan sarana dan prasarana untuk mencapai fujuannya.

Melihat dari data dan hasil wawancara serta kajian teori tentang kinerja
yang menyatakan bahwa alat dan sarana Sekretanat DPRD Provinsi Kepulauan
Riau pada tahun anggaran 2017 sebagai alat penunjang untuk mencapai tujuan,
sebagian sudah ada dilaksanakan. Beberapa yang dibutuhkan sudah disiapkan
dengan baik, namun beberapa fasilitas pendukung seperti pendingin ruangan dan

air bersih, dapat ditingkatkan kedepannya.
5. Kompetensi

Kompetensi merupakan syarat utama dalam kinega. Kompetensi
merupakan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk menjalankan
pekerjaan yang diberikan kepadanya dengan baik. Orang atau organtsasi harus
melakukan lebih dan sekedar belajar tentang sesuatu, namun juga juga harus
dapat mele  kan pekerjaan dengan baik. Kompetensi memungkinkan orang atau

organisasi mewujudkan tugas yang berkaitan dengan pekerjaan yang diperlukan

Dalam lingkup kerja DPRD Provinst Kepulauan Riau, kompetensi sangat

menentukan berhasil atau tidaknya penyusunan sebuah Perda. Tidak dapat
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us 1 da mas.. n; . 1ah, ,.ka
dibandingna dengan pihak eksekutif. Jika dibandingkan dengan asal pengajuan
..Ida, DPRD hanya mengajukan dua Perda imisiatif yang telah dibahas dan
disepakati oleh DPRD Provinsi Kepulauan Riau melalui Badan Pembentukan
Peraturan Daerah. Kondisi 1ni, disebabkan rendahnya pemahaman anggota DPRD
tentang Perda tentu ada hubungannya denpgan latar belakang pendidikan dan
pengalaman kerja. Seseorang dapat menguasai suatu bidang ilmu tentu dan
latarbelakang pendidikan dan pengalaman kerja sebelumnya. Rendahnya
penggunaan hak inisiatif DPRD akan dijelaskan melalui berbagai wawancara

sebagai berikut.

Fenomena tersebut akan dijelaskan ketua L. .... . ;ovinsi K« lavan Riau,

Bapak Jumaga Nadeak sebagat berikut :

S, Jika dilihat dari latarbelakang pendidikan anggota DPRD disini,
sudah cukup tinggi. Masih rendahnya hak inisiatif, mungkin disebabkan
kurangnya pengalaman dan pelatihan-pelatihan yang berkenaan dengan hal
tersebut. Selain itu, penempatan ar ~7ota di komisi terkadang bukan karena
latar belakang pendidikan, mamun karena rekomendasi Fraksi,” (hasil
wawancara, Senin 4 Juni 2018 di sekretariat DPRD Provinsi Kepulaunan
Riau)

Pendapat juga disampaikan Sekretaris DPRD Provinsi Kepulauan Riau
bapak Ha "1i sebagai berikut :
*...untuk pengalaman, saya kira sudah cukup, karena mereka pernah

merasakan menjadi anggota DPRD di Kabupaten Kota sebelumnya.
Namun, karena di Provinsi, cakupan lebih luas, Saya rasa mereka masih

memerlukan =~'~+%~~ 1=~ [Jntuk tahun 117 laly, kita sudah melakukan
pelatihan w (hasil wawancara Kamis 7 Jum 20.. di
Sekretanat L Kepulauan Riau)

Dalam mencapai tujuan yang diinginkan, tentu adanya pengalaman dan

pelatihan-pelatihan. Pelatihan yang dimaksud dapat berupa bimbingan tcknis,
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d k ut. 1 @, nantinya « )at bermai....at dan

dapat diterapkan saat pembahasan legislasi di DPRD.

Selain kompetensi anggota DPRD, faktor pendukung tain yang diperiukan
untuk mencapai tujuan organisasi adalah Sumber Daya Manusia (SDM) yang
dimiliki Sekretariat DPL... Kepr .uan Riau. Berikut penjelasan dari Sekretaris

DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Bapak Hamidi sebagai berikut :

“....SDM yang dimiliki Sekretariat DPF™ Provinsi Kepulauan Riau sudah
cukup memadar. Untuk menjalankan sekretariat DPRD, didukung PNS
yang memada:t dan . cgawar Tidak Tetap (PTT) yang cukup. Selain itu,
Sekretariat DPRD juga dibantu Tenaga Harian Lepas (THL),” (Hasil
wawancara Kamis 7 Juni 2018 di Sekretariat ..PRD Provinsi Kepulauan
@)

Sebagaimana juga disampaikan kepala ™ igian Umum Sekretaniat DPRD

Provinsi Kepulauan Riau Bapak Benito Masnura sebagai berikut

“.... jumlab PNS di Sekretariat DPRD sudah cukup. Beberapa bagian
teknis sudah diisi oleh pegawai teknis dan memiliki cukup pengalaman
dibagian risalah dan persidat n,” (hasil wawancara Kamis 7 Juni 2018 di
Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau)

Menytmak hasil wawancara dari Sekretaris DPRD Provinsi Kepulauan
Riau dan Kepala Bagian Umum dapat diketahui bahwa roda Sekretariat sudah
berjalan dengan baik. Dengan tersedianya sumber daya yang mumpunt ini,
menjadikan DPRD dapat melaksanakan tugasnya dengan baik pula. Sehingga,

produk Perda yang dihasilkan bermut dan bermanfaat bagi banyak orang.

Berdasarkan teori yang dikemukan olch Hersey,dkk dalam Wibowo (2015:
87-88) menyatakan bahwa kompetensi merupakan kemampuan yang dimiliki oleh
seseorang untuk menjalankan pekegaan yang diberikan kepadanya dengan baik.
Orang atau organisasi harus melakukan lebih dan sekedar belajar tentang ses "1

3
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orang| - daj me ikanp_ _:crjaan<  m baik. ..ompetensi memungkinan
Ses g ewujudkan tugas yang berkaitan dengan pekerjaan yang diperlukan
untuk mencapai tujuan. Melihat dari data dan hasil wawancara serta kajian tentang
kinerja, menyatakan bahwa pendidikan: 3 2 DPRD sudah layak dan mumpuni
namun belum berpengalaman. Untuk itu diperlukan pelatihan-pelatihan untuk
men: jah kemampuan legislasi mereka. T :mikian juga dengan tenaga
pendukung yaitu PNS dan PTT di Sekretariat DPRD provinsi Kepulauan Riau
sudah cukup layak. Tenaga pendukung int memiliki pengalaman dan kemampuan

untuk mendukung anggota DPRD menghasilkan legislasi yang bermutu.
6. Motivasi

Motivasi merupakan alasan atau pendorong bagi seseorang untuk
melakukan sesuatu. Manajemen memfasilitasi motivasi kepada karyawan dengan
insentif berupa uang, memberikan pengakuan, menetapkan twjuan menantang,
menetapkan standar terjangkau, meminta umpan balik, memberikan kebebasan
melakukan pekerjaan tennasuk waktu melakukan pekerjaan, m ediak |
sumberdaya yang diperlukan dan menghapuskan tindakan yang mengakibatkan

disinsentif.

Untuk mencapai preslasi secara maksimal, perlu adanya intensif, adanya
pengakuan tentang hasil dari tindakan yang dilakukan serta kebebasan dalam
menjalankan tugasnya. Untuk mengetahui hal tersebut, apakah lembaga DPRD
sudah melakukannya? Fenomena ini akan coba dipotret melalui wawancara yang

dilakukan kepada pemegang kepentingan.
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5. v diberil 1 setiap bulan kepada
pimpinan dan anggota DPRD karena kedudukannya sebagai ketua,
wakii ketua, dan anggota DPRD yang besarannya 145 persen dan
masing-mas ! uang representasi.

6. Tunjangan Alat Keleny ipan

7. Tunjangan Alat Kelengkapan lainnya

8. Tunjangan Komunikasi Intensif. yaitu tunj, _bant pa uang vang
diberikan kepada pimpinan dan anggota DPRD setiap bulan dalam
rangka mendorong peningkatkan kinega dalam men pung dan
menyaiurkan aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya.

9. Tunjangan Reses

10. Dana Operasional, yaitu uang yang diberikan kepada Pimpinan DPRD
setiap bulan untuk menunjai - kegtatan operasional yang berkaitan
dengan representasi, pelayanan, kemudahan dan kebutuhan lain.

11. Tunjangan PPh yaitu untuk komponen gaji dan tunjangan dari nomor
i-10 PPh ditanggung oleh APBD dalam bentuk tunjangang PPh,
sedangkan PPh atas tunjangan komunikasi inter [ dan dana
operasional dibebankan kepada yang bersangkutan.

12. Uang duka dan bantuan pengurusan jenasah. Uang duka yang
diberikan kepada pimpinan atau anggota DPRD yang mennggal tidak
dalam menjalankan tugas, besarannya dua kali uang representasif, dan
jika menir—-al dunia dalam menjalz -' 1n tugas, besarannya enam kali

uang representatif yang diberikan kepada ahli waris.
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.V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Analisis Kinerja DPRD Provinsi
Kepulauan Riau, maka dapat disampaikan beberapa kesimpulan dan saran yang
diharapkan dapat menjadi masukan dalam pelaksanaan fungsi legislasi DPRD

Provinsi Kepulauan Riau dimasa yang akan datang sebagai berikut.

1. Kineja a1 ta ... ... ..ovinsi Kepulauan Riau dalam menjalankan fungsi
legislasinya kurang baik. Hal im: tergambar dengan tidak tercapainya ta t
lahimya Peraturan Daerah yang ditargetkan pada tahun anggaran 2017 yang
lalu. Berdasarkan analisis penulis, bahwa terdapat beberapa penycbab tidak

capainya fungsi legislasi yang dibuat oleh DPRD Provinsi Kepulauan Riau,
Pertama adalah minimnya waktu yang ditetapkan untuk membahas setiap
peraturan daerah. Selanjutnya adalah kurangnya dukungan anggaran keuangan
yang memadai yang berdampak besar kepada kegiatan anggota Dewan dalam
n jalankan fungsi legislasinya. Adapun faktor-faktor pendukung kinerja
DPRD antara lain sifat-sifat kepribadian, motivasi dan pendidikan ternyata
juga memiliki dampak positif dalam peningkatan kinerja DPRD, selain itu
pula faktor-faktor pcnghambat kincrja DPRD memang ada. Namun relatif
kecil dan tidak membawa pengaruh yang signilikan terhadap pelavanan
masyarakat maupun -zlaksanaan t~~s pokok dan fur—i DPRD Provinsi
Kepulauan Riau.
2. Bahwa yang mempengaruhi kualitas kinerja legislasi anggota DPRD Provinsi

Kcpulauan Riau tahun anggaran 2017 laiu ternyata bukan faktor tingkat

114

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43491.pdf

i dida : . dan
skil. Faktor p ‘ukung lainnya yaitu st “y; _ mumpuni dibutuhkan dalam

en & masukan demi lahimnya legislasi yar “aik.
B. Saran

Sebagaimana yang telah diungkapkan dalam kesimpulan, faktor yang
mempengaruht rendahnya kinerja legislasi anggota DPRD Provinst Kepulauan
Riau adalah terbatasnya waktu pembuatan Peraturan Daerah dan terbatasnya
anggaran. Oleh sebab itu, maka disarankan kepada pimpinan dan anggota DPRD

Kepulauan Riau untuk :

a. Menata kembali personalia anggota DPRD vyang terlibat dalam sebuah
pembuatan perda. Sehingga nantinya anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau
yang terlibat dalam pembuatan sebuah Peraturan Daerah dapat efektif
schingga kesepakatan tentang target yang harus dicapai dalam pelaksanaan
pembentukan Perda sesuai dengan hal-hal yang disepakati bersama dalam
program pembentukan peraturan daerah.

b. Sckretariat DPRD Provinsi Kcpulauan Riau harus mengkoordinasikan
kembali kepada bagian keuangan dan organisasi perangkat daerah yang
berkomnpeten untuk merevisi kembali alokasi angparan untuk pembentukan
Perda. Sehingga kedepan, anggaran bukan menjadi masalah yang menghambat
kinerja DPRD> dalam mclahirkan Perda yang handal.

¢. Untuk PNS yang bertugas membantu anggota DPRD, juga harus rutin

mendapatkan pelatihan agar dapat mengikuti perkembangan aturan yang ada.
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] i ©  ya ikan kepada peneliti selanjutnya : r
penelitian tentang kineja DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi
diperdalam dan menyempurnakan penelitian ini yang belum dapat diteliti dan
ditemukan solusinya. Selain itu, perlu ada data pembanding tentang
pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Provinsi Kepulauan Riau masa sekarang

dengan masa yang akan datang.
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Identitas Informan
1. Nama

ratan
3. Per idikan

Mohon dijawab dengan jujur dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya

1. TUJUAN
A. Tujuan dari Fungsi Legislasi dan Tujuan Pembentukan Perda
1. Apakah tujuan dart fungsi legislasi ?

2, Apakah tujuan dari pembentukan Perda ?

2. STANDAR

= Standar dari Fungsi Legislasi

1. Mohon dijelaskan proses pembahasan Ranperda di Provinsi Kepulauan Riau
pada tahun 2017.

2. Dalam tahun anggaran 2017, berapa banyak ranper . yang diajukan?

3. Dalam tahun anggaran 2017, berapa banyak ranperda yang dibahas?

4. Dalam tahun anggaran 2017, berapa banyak ranperda yang disahkan menjadi
Perda?

3. UMPAN BALIK

C. Umpan Balik dalam Menjalankan Fungsi Legislasi

1. Mohon dijelaskan sumber anggaran pembuatan ranperda tahun anggaran 2017
2. Untuk tahun 2017 lalu, apakah DPRD Provinsi Kepri menggunakan hak
inisiatifnya membentuk Perda?

3. Dalam pembahasan Ranperda 2017, sejauhmana arahan dan masukan dari
koordinator pansus?

4. ALAT atau SARANA

D. Alat atau Sarana Dalam Menjalankan Fungsi Legislasi

1. Bagaimana proses dalam penyusunan jadwal pembahasan ranperda?

2 Untuk setiap pembahasan ranperda, apakah anggaran yang disediakan
mencukupi?

3. Sebagai fungsi pendukung, apakah Sekretariat DPRD menyiapkan sarana dan
prasarana yang dibutuhkan?

5. KOMPETENSI

E. Kompetensi Sumber Daya Manusia dalam Mendukung ..rlaksananya
Fungsi Legislasi

LN ) c d L n n " on
m ilankan fungsi I« sias1?

2. apakah: iap anggota DPRD memiliki pengalaman dan dibekal: pelatihan
untuk menambah kemampuan lcgisiasinya?
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M(
F. Motivasi dalam Menjalank: Fungsi Le_ lasi
1. Menurut Bapak/Ibu, apakah insentif bagi anggota DPRD sudah sesuai?
2. Menuru. ..apak/Ibu, apakah Perda yang dihasilkan DPRD sudah sesuai
kebutuhan?

7. PELUANG

G. Peluang dalam Menjalankan Fungsi Legislasi

1. Menurut Bapak [bu, apakah setiap anggota D. ... diberikan akses dan peluang
terlibat dalam pembahasan ranperda seluas-luasnya?

2. Menurut Bapak Ibu, apakah waktu diberikan untuk setiap pembahasan ranperda
cukup?
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